
 
 

97 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adi, I.R. (2007) Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : dari 

Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press. 

Astuti, T.P. dan Yulianto (2016) “Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa 

Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014,” Berkala 

Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1), hal. 1–14. 

Budisetyowati, D.A. (Fakultas H.T. (2017) “Prinsip-Prinsip Good Governance 

Dalam Pelayanan Publik.” 

Bukit, B., Malusa, T. dan Rahmat, A. (2017) Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. Yogyakarta: ZAHR Publishing. 

Cunningham, G.. dan Harris, J.. (2001) “A Heuristic Framework For accountability 

of Govermental Subunits,” Public Management Review, 3(2), hal. 145–165. 

Diansari, R.E. (2015) “Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus 

Seluruh Desa di Kecamatan Kledug Kabupaten Temanggung Tahun 2013.” 

Dwiningrum, S.I.A. (2009) Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Fauzi, A. dan Nugroho, R.H. (2017) “Manajemen Kinerja,” Kelola: Journal of 

Islamic Education Management, 2(2). Tersedia pada: 

https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24256/kelola.v2i2.438. 

Hulu, Y. (2018) “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa,” 

Ilmu Pendidikan Sosial, 10(1). 

Koppell, J. (2005) “Pathologies of Accountability : ICANN and the Challenge of 

Multiple Accountabilities Disorder,” Public Administration Review 

[Preprint]. 

Krina, L.L. (2003) Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & 

Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Mahmudi (2015) Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Unit Penerbit dan 

Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 

Mahsun, M. (2014) Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Pertama. Yogyakarta: 

BPFE Yogyakarta. 

Mangkunegara, A.A.A.P. (2007) Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT. Refika 

Aditama. 

Mardiasmo (2004) Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. 

Meolong, L.J. (2007) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Meolong, L.J. (2009) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Miles, M.., Huberman, A.. dan Saldana, J. (2014) Qualitative Data Analyst. Ketiga. 

Diedit oleh T.R. Rohidi. USA: Sage Publication. 

Mindarti, L.I. (2016) Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik. 

Malang: Universitas Brawijaya Press. 

Muhammad, A. (2007) Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan 

Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post Press. 

Nurcholis, H. (2011) Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Jakarta: Erlangga. 



 
 

98 
 

Nursam, N. (2017) “Manajemen Kinerja,” 2(2), hal. 167–175. 

Okteresa (2015) Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 

Rahmawati, E.N. (2015) Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan 

Akuntabilitas dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Universitas 

Lampung. 

Rival, V. dan Basri, A.F.M. (2005) Performance Appraisal: Sistem yang tepat 

untuk menilai kinerja karyawan dan meningkatkan daya saing perusahaan. 

Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. 

Rosidi, A. dan Fajriani, R.A. (2013) Reiventing Government : Demokrasi dan 

Reformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: ANDI. 

Sedarmayanti (2012) Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” & Good 

Corporate “Tata Kelola Perusahaan yang Baik.” Kedua Edis. Bandung: 

Mandar Maju. 

Simanjuntak, P.J. (2005) Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga 

Penerbitan Fakultas Ekonomi-UI. 

Soleh, C. dan Rochmansjah, H. (2015) Pengelolaan Keuangan Desa. Fokus Media. 

Sugiyono (2009) Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: 

Alfabeta. 

Sugiyono (2014) Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Sujarweni, V.W. (2015) Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. 

Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 

Sumarto, H.S. (2003) Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia. 

Syakrani dan Syahriani (2009) Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif 

Good Governance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Taufik, T. (2008) “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara 

Republik Indonesia.” 

Utomo, K.S., Sudarmo dan Suharto, D.G. (2018) “Analisis Good Governance 

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” Spirit Publik, 13, hal. 50–66. 

Widodo, S.E. (2015) Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Yogyakarta: Pusaka Belajar. 

Zulkifli, N. dkk. (2016) “Managing Public Perception Towards Local Goverment 

Administration,” International Journal of Public Policy and Administration 

Research, 3(2), hal. 14–20. 
 
 

Peraturan  Perundangan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa 



 
 

99 
 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


